
PEMERINTAB KABUPATEN: D.AERAB TINGKAT II 

S IDO ARJO 


PERATURAH DA MH KABOPATEH DATI Il ~.l~O 

HOI10R : 5 TAHUN 1997 
TENTA . 


KEDUDUKAM KEUAMr.-:AH KFTUA , WAKJ J<£TtJA MW AHGGOTA 

DEWAN PERNAKXLAN AA 'VAT DAEAAH 


KABUPATEN DAERAH TIHGKAT II SIOOARJO 

D NGAN RAHMAT TUtti t4 	 Y ·Nu Ht\HA t: 

c 	 UPATI KEPALA DAERAH TINGJ(AT II IOOAR30 

HeniM:bang : a .. 	 ba"* dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri 
Dal Nogeri HaMor s Tahun 1996 t.entang Kedudukan 
Keuangan ketua. Nald l ketua dan ArtQgOta Dewan 
~rwa .i 1an P.akyat D3.or.l h , ·a ar-. ~ tta··~n ()'-::;; ;· ._ . 

KabuPI!ltAn ~ ~r:Ut T J,ngf<.at II S dOr\r .jo t~r 8 
Tahun 1990 sudan tid k sesuai lagi : 

b .. 	 bahwa sehubungan ctengan hal tersebut diatas. 
perlu menetapkan dan ..ngatur k•bali tentang 
KedUduk.an Keua n Ketua. • akil Ketua dan Anggota 
Dewan Perwakil n Rakyat Daerah didala. suatu 
Peraturan D erah. 

Mengi ngat : 1 .. 	 ufldang- Undang HoMo 5 Tahun 197<4 tentang Pokok~~ 
Pokok P&Merintahan Di D erah ; 

2 .. 	Ur·lf.:b~nt,J- Undarv.; r 12 -f ahu 1950 tentang 

Pembentuk.an Daerah Kabupa t.en Oal,M Lingkungan 
Propinsi Dati I J a TiMur juncto Undang-vndang 
NoMor 2 lahun 1965 tttntan.g Perubahan litatas Mila~ 

y h Kota Praja Surabaya <tan Oaerah Tingkat Il 
Surabaya : 

3. 	Ondang-Undang ~r 8 Tahun 1974 ·tentang Pokok­
Pokok Kepegawaian ; 

4 .. 	 Peratur n Peaerintah MoMor 5 ·rahun 1975 tentang 
Pengur usan Pert nggungjawaban dan Pe ngawasan 
Keuangan Daerah ; 

5 .. 	 Peratur n PeMerin · h Notllor o "iahun .l \t#5 tent.ang 
cara Penyusunan A ar·an f~etnd-l~t.;.~. d~n 8elanja 
Daer h ,. Pel ksana n Tata Usaha Keuangan Daer•h 
dan Penyusun n Perhi tl1Jl9&n Anggaran Pendapatan 
dan Be·l nj Oaerah ; 

6. 	Peratur n Hent ri Dal Negeri Notaor 8.4 T.-hun 

1993 t nt. ng ntuk Peraturan Daerah dan 
Peraturan Daerah Perubahan ; 

http:Kabupat.en
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7 .. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri HaMor 5 Tahun 1996 
tentang Kedudukan Keuangan Ketua. Wakil Ketua dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah ; 

8. 	Keputusan Menteri DalaiP Negeri Molitor 11 Tahun 
990 tentang Pedolun Penyusunan Peraturan Tata 

Te rtib Dewan Perwakilan Rakyat D er h. 

Dengan persetujuan Dewan ·Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Oaerah 
Tingkat II Sidoarjo. 

H E H U T U S K A N : 

ttenetapkan : 	 PERATURAN OAERAH KABUPATEH DAERAH DATI II SlOOARJO 
TEHTAHG Kri>uoUKAN KEUANGAN KETUA. MAKIL KETUA DAN 
ANGGOTA OENAN PERNAKl lAN RA VAT 
DAERAH llNGKAT II SIOOARJO .. 

BAB I 

KETEHTUAH lJtU1 


Pasal 1 

.'(t.;.· Dalaa pera~uran :ini., yang diaaksud dengan :. 
a. 	Daerah. adalatl 

. 
Kabupa.ten Oaerah Tingkat II 

~idoc.u·jo ; 
b~ Pmne r i ntatl Dbera.h. adnl h Pe~e i r. ah Kabupaten 

·:: .. Oaersh Tingkat II Sidn&rjo • 
o .. De.an Perwakilan Aakyat Daerah. adalah DeMan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Oaerah 
Tingkat II Sidoarjo. selanjutnya dis.ebut DPAO : 

d. 	Pi•pinan DPRD. adalah Anggota DPRD yang dipilih. 
diangkat. disUIRpah dan dilantik s ebagai K.etu.a 
dan Wakil - wakil Ketua DeMan Per<wakilan Rakyat 
Daerah bet·dasarkan peratur.an perundang-undangan 
yang berlaku ; 

e . 	 Anggota DPRO. adalah Anggota yang. bukan Piapinan 
DPRD yang telah di r ·esaikan keanggotaannya dan 

tel•'!h menoangkat su1o h/j • ji berdaaarkan 
peraturan perundang- und.angan yang berlaku ; 

f 	.. Uang Aepresentasi • adalah uang yang diberikan 
kepada Piapinan dan A~ta (>PRD sehubungan 
d&.tgan kedudukannya sebagai PiMpinan dan Anggota 
DPrtD ; 

g. 	T n angun Kehor• tan. ~alah Tur·Jan\14n 
diberikan kepada Piapinan DPRD dan Anggota 
yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua. 
Sekretaris. Anggota Tetap dan Anggota Pengganti 

pada Ka.isi dan Pani tia se:bagai.an ditetapkan 
dalaa ketentuan yang berlaku ; 

h. 	Uang Paket. adal ah Ua ng y.ang diberikan kepada 

. .•:. Anooot~ D~RO ys,n1f rd· r i dad. ...r.~ rapat. uang 
,.. ' ~.. pengangkutan lokal d i dalaM dan uang aakan ; 

~ ·.. 	 ·?i' 
-- - ··--~------~------~~'·~~~	 ~ -~--~•~L·~	 ~~·:'~- - -l~---~~~----~~~----~~--·~~~--·~~~~~-
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1. Biaya Kesehatan. ada.l h biaya yang diber.ikan 
untuk Tunjangan PetMliha an Kesehatan secara 
rutin setiap bulan da_n biaya pe.ngobatan pada 

waktu yang bersangkutan dan/atau keluarganya .•sakit 
j .. 	 Uang Ouka. adalah uang yang diberikan kepada 

ahli waris PiMpinan dan/atau Anggota OPRD 
apabila ..ninggal dunia ; 

k. 	Dana Penunjang. adalah dana yang disediakan untuk 
..nunjang pelaksanaan tug - togas pokok OPAO ; 

1. 	Tunjangan Kes.ejahteraan. dalah Tunjangan yang 
diberikan untuk Meningkatkan kesejahteraan 
Pi•pinan dan Anggota D wan Pen•aki lan Rakyat 
Daerah ; 

•· 	Tunjangan Purna Bhakti. adalah Tunjangan yang 
diberikan kepada Anggot DPRO etelah berakhir 
..sa bhakt.inya/ata$a keanggotaanny atau berhenti 
antar Naktu sesuai ketentuan yang berlaku. 

8A8 II 

P E M 8 I A Y A A N 


Bagian Pertama 

Jenis Peabiayaan 


Pasal 2 

(1) 	Dala• rangk.a penyelengg raan k giatan Dewan 

PenMkilan Rakyat oaerah at.as beban AP80. 
disediakan PtSMbiayaan sebag i berikut : 

•..a. Uang Representasi 
b. Tunjangan Kehoraatan ; 
c. liang Paket ;

0 	 ~: d. Biaya Perjalanan Oinas .• 
;f •• Pakaian Dinas .•-. 	 f -. Biaya Kesehatan .• 
.. 	 g • Uang Duk.a. 

(2) 	Disaaping peMbiayaan terse-but pada ay.at (1) 
Pasal ini atas beban APBD, disediakan pula biaya 
untuk ·: 
a. Dana Penunjang ; 
b. Tunjangan Kesejahter..n ; 
c. RUMah Jabatan Piapin&n ; 
d .. sarana Mobilitas PiMpinan. 

8agian Kedua 
Ueng Rapresentasi 

Pasal 3 

Besarnya Uang Aepresentasi adalah : 
a. Ketua 	 : Rp 630.000 .,00/bulan/orang 



. 

,· 

b. Wakil Ketua : Rp 540~000.00/bulan/orang 
c. A~ta : Rp 450.000,.00/bulan/orang. 

Bagian Ketiga 

Tunjangan Kehor.atan 


Pasal 4 

8esarnya Tunjangan Kehor•atan adalah : 
a. Ketua OPAl> : Rp 200.000,00/bulan/or-ang 
b. Wakil Ketua OPRD : Rp 175.000,00/bulan/orang 
~ . I< · tua UBJi~i : Rp 75.000,.00/bUlan/orang 
d. W.kil Ketua KOMisi : Rp 60.000.00/bulan/orang 
e~ Sekretaris Komisi : Rp 50.000.,00/bulan/orang 
f . Anggota Komisi : Rp 35 ~ 0()() 1 00/buhmlor~n? 
g. Ket~ Pani tia : Rp 75.000,00/bulan/orang 
h .. Wakil Ketua Panitia : Rp 60.000 .. 00/bulan/orang


0 i. Sekretar-is Pani tia : Rp !10.000.,00/bu.lan/ot ang 

j. Anggota Pani tia : Rp 35.000.. 00/bulan/orang

·-::..· 

" 
~ 

:;; 
f Bagian Kee•pat 
·.~· 
·,·'•,, Uang Paket 
.1· 
~ • Pasal 5f. 
f:· 
-~' 

\'' 
b 

·., 

& gl f' mpf. nan d an Anggo -" OPftt! seti.ap bulan 
dibe rikan uanQ paket se~ar Rp 1SO . ooo.oo. 

~·i. 

·t Bagian Keli.a 
,. ,, 

8iaya Perjalanan Oinas ....) 

·, Pasal 6 

0 ::f 

(1) 8agi Piapinan dan Anggota OPRO yang -.engadakan 
-~ 
"' Perjalanan Oinas., diberikan biaya perjalanan 

\· 

Dinas ; 

{2) bi .~YA pe:wj.a l.anan Oinas sebagai&ana 
diaaks ud ayat (1) Pasal ini. disesuaikan dengan 

... "J. biaya perj lanan Dinas yang berlaku bagi Pegat~tai:-:·. ! 
Nege i Sipil Golongan III/b ; 

~ .. 

(3) t'ate~ t uan AdMinis trasi dan besarnya 8iaya ·'. 
!lei-j.:ll .;m n Dinas sebagaimuoa di•a! <:. ud ayat (2) 
Pasal ini. dieesuaikan dengan ketentuan yang 

·-:, dltetapkan bagi Pegawai Megeri Sipil PeMerintah 
Oaerah Tingkat II Sidoa~jo ; 

(4J Peninjauan dalaa wilayah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Sioo.ttr j o y ng berkedudukan di Ibukota 
Ka~P~ . ten , tidal< d:fberikan ni.n:rr~ Perjalanan 
Dinas ; 

it•· 
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(5) 	Bagi PiMpinan DPRD karena jabatannya harus 
pindah ke lbukota .Kabupaten dan a tau pada saat 
diberhentikan dengen horMat darl jabata nnya. 
diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya 
disesuaikan dengan keten'tu.n yang berla.ku bagi 
Pegawai Negeri. Sipil pada Pealerintah Daerah 
Tingkat II Sidoarjo . 

Bagian Keenatrt 
Pakaian Dinas 

pasal 7 

Kepada PiMpinan dan Anggota OPRD di$ediakan 
pakaian dinas berikut atrlbutnya berupa : 
a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun ; 
b. PSA' (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun ; 
c. 	PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 

5 (l i ma) tahun. 
-:o 

8agian KetujUh
:.'-• 

Biaya Kesehatan 

) -Pasal a 

Bagi Piapinan dan Anggota DPRD setiap bulan 
d i berikan Tunjangan Kesehatan sebesar Rp 35.000,.00. 

Pasal 9 

(1) 	Bagi Piapinan dan Anggota OPRD yang bukan 
Pega•ai Negeri serta keluarganya. diberikan /
bantuan 8iaya Pelteliharaan Kesehatan yaitu 
penggantian pe~r~eriksaan, pengobatan dan 
per.D~atan dokter sesuai dengan ketentuan yang 

·, .t 	 berlaku bagi Pegawai Hege r .i Sipil dengan bukti ­
bukti yang sah atas beban Anggaran Daerah ; 

(2) 	Bagi PiMpinan dan Anggota OPRD yang berstatus 
Pegawai Hegeri beserta keluarganya. biaya 
peaeriksaan,. pengobatan dan peru.atan dokter 
berlaku ketentuan sebagai .aana terhadap Pegawai 
Megeri S ipil atas beban P. T. Asuransi Kesehatan 
(ASKES). 

Bagian Kedelapan 
Uang OUka 

Pasal 10 

Apabila PiMpinan dan atau Anggota DPRD 
..aninggal dunia. kepada ahli .arisnya diber.i kan : 

http:35.000,.00
http:berla.ku
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a. 	u · ng Ouka sebanyak 3 (tiga) kali Uang 
Representasi. dan apabila aeninggal dunia di 
dala• taenjalankan tugas. diberikan Uallg Ouka 
~eoanyak 6 (enaM) kali Uang Representasi ; 

b. ·u.-. t uan biaya pengangkutan jenazah dan petUkaman. 

8agian Kesembilan 
Dana Penunjang 

Pasal 11 

1) nbJ~. fi t-•n unjang pelaksanaan tugas pokok DPRD 
disediakan dana penunjang yang dikelola oleh 
Pi,..pi nan DPRD ; 

(2) 	f>ana penunjang sebagaiaana di.aksud ayat (1) 
pasal ini di tetapkan sebesar Rp 125.000.000.00. 

Bagian Kesepuluh 

Tunjangan Kesejahteraan 


Pas.al 12 


&agi 'PiMpinan dan Anggo -a OP'RO setiap bulan 
d:toorit«!\n Tun angan Kesej ·htet·c.sa d iteLapkan sebesar· 
Rp 200 . 000.00. 

Bagian Kesebelas 

Rumah Jabatan Pi•pinan 


Pasal 13 


.0 
);< 

-< 	 (1) Kepada Pimpinan OPRD disediakan sebuah ruaah 
·i.:·· jabatan termasuk inventarisnya. biaya peMeliha­
:.'.. 
·' 	 raan terJAasuk biaya pe~kaian air/listrik. 

"'e 8iJOO .Jan Qas ;~; 

(:2 	 Apabi la Pi mpi.na n OPf\D ng ooJ~-sangkutan berhenti 
dari jabatannya. aaka ruaah jabatan ter.asuk 
barang-barang inventarisnya harus diserahkan 
ketnba li dalaa keadaan baik kepada Petaerintah 

;J· 0 erah tanpa suatu kewajiban dar·i Pellerintah·~ 
,-! 

~;-	

. e,-·a.h ;~ 

·~:·' 

-~-~ - (3) Bagi PiMpinan DPRD yang belUM disediakan rUM&h 
~t"{:. 

jabatan dapat diberikan tunj.angan pertaahan dan 
i~,_ 
·- PBMlihara· nnya,. yang besarnya disesuaikan 

h. 
..•. 	 dengan standard aa.sing-aasing Daerah• 

;, 

' 
" 

:{ 
....., .. 

./~ 1 
~i' 

~··. 

. ' ·, 

·o, 

http:htet�c.sa
http:125.000.000.00
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Bagian Keduabelas 

sarana t1obilitas Pi•pi.nan 


Pasal 1~ 

Kepada Pi•pinan DPAD selaaa MeMangku jabatan. 
disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Baoian Ketigabelas 

Tunjangan Pur·na Bhakti 


Pasal 15 

Bagi Pi•pinan dan Anogota OPRD yang telah 
berakhir Masa keanggotaannya atau berhenti antar 
...aktu diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

BAB III 

KETENTUAN LAIN 


Pasal 16 

S8gala akibat keuangan yang di tetapkan dalaa. 
Peraturan Oaerah ini. Menjadi beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Oaerah 
Tingkat II Sidoarjo. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Dengan berlakunya Peraturan t>aerah ini. 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I 'l 

Sidoarjo HaMor 8 Tahun 1990 dinyatakan die-abut dan 
tidak berlaku. 

Pasal 19 

Peraturan Oaerah ini •ulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang dapat .engetahuinya 

...erintahkan pengundangan Peraturan Oaerah ini 
dengan pene.patannya dala• Leabaran Oaerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Sidoar·jo. 

Oitetapkan di S .IOOARJO 
Pada Tanggal 28 Juni 1997 

BUPATI KEMLA DAERAH TlNGKA'T II 

0 .•. 
' 
.. 

r .,..... 

f. 

· ~· ·,_ 

·',,,.~· 

----"''------~~~----·- . '·· 


